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ABSTRACT

Work is a form of desire from every person to get income in meeting their needs
and survival. In the work there are rights and obligations that will be given because
of the legal relationship that comes from the agreement. In termination of
employment, it must be in accordance with the contents of the work agreement
stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning manpower and hereinafter
referred to as termination of employment. Termination of employment with the
expiration of the time specified in the work agreement and predetermined reasons
will not cause problems for both parties in the work system, in contrast to
termination of employment will lead to legal problems, because with the
termination of employment one-sided labor can bear the loss with loss of work and
source of income, which is caused by company policy. The purpose of this research
is to find out how the form of legal protection for workers who experience a one-
sided termination of employment and how the form of dispute settlement of
termination of unilateral employment termination of labor. The approach method
used is the statute approach, conceptual approach and the case approach. The
results of research on legal protection of workers who experience a one-sided
termination of employment, namely employers in implementing policies should not
be done unilaterally, because workers have preventive and reference legal
protection that has been regulated in Law Number 13 of 2003 concerning
Manpower. Legal protection and forms of settling disputes over unilateral
termination of employment for workers through bipartite, mediation, conciliation,
and through industrial relations courts.

Keywords: Termination of employment, Protection, Labor.

ABSTRAK
Pekerjaan ialah merupakan salah satu bentuk keinginan dari setiap orang untuk
mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya dan keberlangsungan
kehidupannya. Dalam pekerjaan terdapat hak dan kewaajiban yang akan diberikan
karena adanya hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian. Dalam pemutusan
hubungan kerja harus sesuai berdasarkan dengan isi perjanjian kerja yang telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dan
yang selajutnya disebut sebagai pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan
kerja dengan berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja serta
alasan-alasan yang telah ditentukan sebelumnya tidak akan meyebabkan
permasalahan terhadap kedua belah pihak dalam sistem kerja, berbeda halnya
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dengan pemutusan hubungan kerja sepihak akan menyebabkan permasalahan
hukum, karena dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja sepihak tenaga
kerja dapat yang menanggung kerugian dengan kehilangnya pekerjaan dan sumber
mata penghasila, yang diakibatkan oleh kebijkan perusahaan. Tujuan penelitan ini
adalah untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga
kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak dan bagaimana bentuk
penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap tenaga kerja.
Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-undang (Statute
Approach), pendeketan konseptual (conseptual aproach) dan pendekatan kasus
(case approach). Hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga
kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak yaitu pengusaha dalam
melaksanakan kebijakan tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena tenaga kerja
memiliki perlindungan hukum preventif dan refrensi yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan
hukum dan bentuk peneyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sepihak
terhadap tenaga kerja melalui bipartite, mediasi, konsiliasi, dan melalui gadilan
hubungan industrial.

Kata Kunci: Pemutusan hubungan kerja, Perlindungan, Tenaga kerja.

PENDAHULUAN

Pekerjaan ialah merupakan salah satu bentuk kebutuhan dari setiap orang
untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhannya dan
keberlangsungan kehidupannya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
untuk melakukan pekerjaanmyang guna menghasilkan sesuatu dalam bentuk
barang atau jasa baik dalam memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun untuk
keluarganya dan masyaratkat. Dalam melakukan pekerjaan tentunya terdapat hak
dan yang harus diberikan, hal tersebut disebabkan karena adanya hubungan hukum
yang bersumber dari perjanjian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Maka oleh karena itu dalam hal pemutusan
hubungan kerja harus sesuai berdasarkan dengan isi perjanjian kerja dan alasan-
alasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
ketenagakerjaan dan yang selajutnya disebut sebagai pemutusan hubungan kerja?.

Di dalam pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan telah dijelaskan tentang pemutusan hubungan kerja adalah
(“pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan

berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha’)?. Dan

2 Eka Sumaryati dan Tini K. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dan Pesangon, (Jakarta
Timur; Dunia Cerdas, 2013), HIm 1

8 Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 837 Tahun 2016)
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ketentuan pemutusan hubungan kerja secara khusus juga telah diatur dalam pasal
150-170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Pemutusan hubungan kerja dengan berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam
perjanjian kerja serta alasan-alasan yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak akan pernah meyebabkan
permasalahan perselisihan terhadap kedua belah pihak dalam sistem kerja. Karena
tenaga kerja telah mengetahui dan menyetujui dari awal saat perjanjian kerja
tersebut dibuat. Sehingga tenaga kerja telah menerima dan memgantisipasi dirinya
untuk menjalani pemutusan hubungan kerja tersebut. Beda halnya pemutusan
hubungan kerja yang dilaksanaka secara sepihak, pasti akan menyebabkan
perselishan dan permasalahan hukum, karena dengan dilakukannya pemutusan
hubungan kerja sepihak tenaga kerjalah dapat yang menanggung kerugian dengan
kehilangnya pekerjaan dan sumber mata penghasila, yang diakibatkan oleh
kebijkan pengusha yang semena-mena. Pemutusan hubungan kerja sepihak adalah
salah satu bentuk kebijakan perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan
kerja yang tidak didasari dengan isi perjanjian kerja serta alasan-alasan pemutusan
hubungann kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan oleh sebab itu pemutusan hubungan kerja sepihak
tersebut dinilai benyak bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia.

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas,
maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami
pemutusan hubungan kerja sepihak ?

2. Bagaimana bentuk penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan Kkerja
sepihak terhadap tenaga kerja ?

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan pertama perundang-
undangan (statute approach) menelaah dasar hukum perlindungan hukum
terhadap tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan
yang ke dua pendeketan konseptual (conseptual aproach). Pendekatan dari sudut

pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan yang
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ketiga adalah pendekatan kasus (case approach) pendektan dengan menelaah
kasus kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (normative
legal research) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara menelaah
penngkajian atas perlindangan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami
pemutusan hubungan kerja sepihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tangtang Ketenagakerjaan

Analisi Sumber Bahan Hukum Sumber-sumber secara sistematis sesuai
dengan pokok-pokok pembahasan dalam penelitian ini, dianalisa secara kualitatif
deskriptif yaitu dengan menjabarkan sumber hukum dalam uraian kalimat,
sehingga diharapkan sumber-sumber hukum tersebut dapat memberikan
penjelasan atas bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak berdasarkan propesktif Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap tenaga kerja
yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak yaitu pengusaha dalam
melaksanakan kebijakan tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena tenaga
kerja memiliki perlindungan hukum preventif dan refrensi yang telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Perlindungan hukum dan bentuk peneyelesaian perselisihan pemutusan hubungan
kerja sepihak terhadap tenaga kerja melalui bipartite, mediasi, konsiliasi, dan

melalui gadilan hubungan industrial.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Yang Mengalami
Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak

Dalam hal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja ada dua bentuk
ketetntuan perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindngan
hukum refrensif. Perlindungan hukum preventif dilakukan sebelum terjadinya suatu
pelangggran hukum, sedagangkan Perlindungan hukum represif dilakukan setelah
adanya sautu akibat dari sutau pelanggaran hukum itu sendiri. Oleh sebab itu
bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja atas pemutusan hubungan kerja
secara sepihak adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif
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Perlindungan Preventif adalah bentuk perlindungan untuk mencegah
terjadinya sebuah pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh subjek
hukum. Dalam pemutusan hubungan kerja perlindungan preventif sangatlah
penting untuk tenega kerja, karena dengan adanya perlindungan preventif
dapat mempersempit peluang pengusaha untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja dengan secara sepihak. Oleh sebab itu perlindungan preventif
terhadap tenaga kerja adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya pemutusan
hubungan kerja secara sepihak, sebenarnya telah diatur secara rinci dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu
sebagai berikut:

Penghindaran Pemutusan Hubungan Kerja Yang Harus Dilakukan Oleh
Pengusaha, Serikat Tenega Kerja, dan Pemerintah.

Pengusaha, serikat tenaga kerja dan pemerintah diharuskan melakukan
segala upaya, agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, hal ini
berdasarkan pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjan yang mengatakan “pengusaha serikat tenaga kerja
dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar tidak
terjadinya pemutusan hubungan kerja”. Sedangkan pasal 151 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatkan
“dalam segala hal upaya telah dilakukan akan tetapi pemutusan hubungan
kerja tidak bisa dihindarkan maka dalam pemutusan hubungan kerja terlebih
dahulu wajib dilakukan perundingan secara musyawarah antara pengusha
dan serikata tenaga kerja”. Dan pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Mengatakan “Dalam hal
perundundingan akan tetepi dalam perundingan benar-benar tidak
menghasilkan kesepakatan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja setalah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial*”” Jadi sebagaimana uraian yang telah
dijelaskan di atas penghindaraan pemutusan hubungan kerja yang harus
dilakukan oleh pengusaha, serikat tenaga kerja dan pemerintah adalah

termasuk perlindungan hukum preventif terhadap tenaga kerja.

4 Pasal 151 ayat (1-3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum ketika

pelanggaran hukum tersebut telah terjadi. Dalam pemutusan hubungan kerja

sepihak perlindungan hukum refrnsif sangat penting untuk melindungi hak-

hak tenaga kerja yang telah dilanggar oleh pengusaaha dengan pemusahan

hubunagn kerja sepihak (semana-mena). Bentuk-bentuk perlindungan hukum

Refrensif yang telah diataur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum Represif Berdasarkan Pasal 155 Ayat 1-2 Undang -

Undang Nomo 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Adalah Sebagai
Berikut:

“Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lemabaga
penyelesaian perseilisihan hubungan industrial seperti yang dimaksud
dalam pasal 151 ayat (3), maka akan batal demi hukum, selama putusan
lembaga peneyelesaian perselisihan hubungan industil belum ditetapkan,
baik pengusaha dan tenaga kerja harus tetap melakukan segaala
kewajibanya sebagai pengusha dan tenaga kerja’

Perlindungan Hukum Represif Berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Adalah Sebagai Berikut:

“tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa
penetapan lemabaga penyelesaian perselisiahan hubungan industrial
yang berwenanagn sebagaimana yang dimkasud dalam pasal 158 ayat
(1), pasal 160 ayat 3, pasal 162 dan tenaga kerja yang besangkutan tidak
dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka tenaga kerja
dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaiaan perselisihan
hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal
dilakukannya pemutusan hubungan kerja’®.

Perlindungan Hukum Represif Dalam Bentuk Ganti Rugi Sebagai

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja.

5
6

Pasal 155 Ayat (1-2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan
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Bentuk ganti rugi sebagai tanggung jawab perusahaan dalam
pemutusan hubungan kerja baik berdasarkan alasan yang telah ditentukan
oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan
atau putusan hubungan kerja yang semena-mena atau secara sepihak,
pengusaha tetap memiliki kewajiban yang diatur dalam pasal 156 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang
mengatakan “pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja
memiki kewajiaban sebagai memberikan bentuk ganti rugi yang harus
diberikan dalam bentuk uang pesangon, atau uang penghargaan masa
kerja, dan uang sebagai pengganti yang wajib diberikan’".

Bentuk Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Terhadap Tenaga Kerja

Dalam hal Hubungan kerja yang telah diperjanjikan oleh tenaga kerja dan
pengusaha tidak bisa memutuskan secara semena-mena. Pengusaha, tenaga kerja
dan bahkan pemerintah dianjurkan berusaha dengan segala upaya agar pemutusan
hubungan kerja tersebut tidak terjadi. Bentuk hubungan kerja memang harus benar-
benar dipentingkan karena dengan adanya suatu bentuk hubungan kerja, maka
secara otomatis akan tumbuh bentuk penghasilan bagi seseorang, dan berkurangnya
pengangguran bagi suatu negara, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan suatau
negara.

Apabila dalam upaya telah dilakukan baik oleh pengusaha, serikat tenaga
kerja bahkan pemerintah agar tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja, tetepi
pemutsan hubungan kerja tidak bisa dihindari maka semua pihak didalamnya harus
melakukan perundingan yang bertujuan dapat menghasilkan bentuk kesepatakan
Sehingga dalam proses perundingan tersbut pekerja masih berhak untuk bekerja dan
mendapat gaji dari perushaan, dan perusahaan masih memiliki kewjiaban untuk
tetap menyalurkan hak-hak tenag kerja sesuai perjanjinan kerja dan dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam hal perundingan telah dilakukan akan tetapi tidak menemukan hasil
kesepatakan dan pemutusan hubungan harus tetap dalaksanakan, pengusaha bisa

melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap serikat tenaga kerja setelah

7 Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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memperoleh penetapan dari lembaga yang berweanang. Oleh sebab itu pemutusaan
hubungan kerja yang pengusaha terhadap tenaga kerja yang tidak bisa dilakukan
dengan semana-mena atau secara sepihak . Dalam hal perselisihan yang
disebebakan karena pemutusan hubungan tenaga kerja secara sepihak atau semena-
semena yang telah dilakuakan pengusaha yang tidak berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaaan ,tenaga kerja
dapat melakukan penyelesian perselisihan pemutusan hubungan kerja secara
sepihak tersebut melalui :

1. Penyelesaian Perselisihan Pemutuan Hubungan Kerja Secara Sepihak Melalui

Bipartit
Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui bipartit

berdasarkan pasal 1 angaka (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial ialah perundingan
antara tenaga kerja/buruh/serikat tenaga kerja/serikat buruh dengan pengusaha
untuk menyelesaiakan perselisihan hubungan industial. Sedangkan ketentuan-
ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui bipartit
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian
perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan
“Peselisihan yang terjadi dalam hubungan indutrial  khususnya
pemuutusan hubungan kerja wajib diupayakan penyelesaian terlebih
dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai
mufakat”

b. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial mengatkan
“Bipartit harus diselaikan selambat-lambanya 30 hari kerja sejak tanggal
dimulainya bipartit”

c. Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial mengatakan

”Perundingan bipartid dikatakan gagal apabilah salah satu dari pihak
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menolak untuk melakukannya, atau telah dilakukan akan tetapi tidak

tercapainya kesepakatan™

2. Bentuk Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui

864

Mediasi .

Bentuk Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui
Mediasi berdasarkan pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial ialah
penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikata tenaga kerja /
serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang
ditangani ole seorang atau lebih mediator yang bersifat netral. Sedangkan
ketentuan-ketentuan penyelesaian perselisinan hubungan industrial melelaui
mediaasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Peneyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ialah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Undang-Undang pasal 8 Undang -Udang Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Peneyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
mengatakan “Peneyelesaian perselihan melalui mediasi dilakukan oleh
mediator yang berada di setiap kantor yang bertanggung jawab di bidang
ketenagkerjaan kasbupaten/kota™

b. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Peneyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatakan
“Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah menerima
pelimpahan penyelesaian perselisihan maka mediator sudah melakukan
penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang
mediasi”

c. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Peneyelesaian Perselisihan  Hubungan Industrial yang
mengatakan “Mediator memiliki kewenagan memanggil saksi /saksi ahli
dalam pelaksaaan mediasi, pennyelesaian perselisihan melalui mediasi
yang mencapai kesepakatan harus didaftarkan kesepatakan tersebut
kepada pengadilan hubungan industrial dengan bentuk tertulis yang

ditandatangani oleh para pihak dihadapan mediator™
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3. Bentuk Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Melalui Konsiliasi
Penyelesaian perselisinan pemutusan hubungan kerja memalui konsiliasi

berdasarkan pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial adalah bentuk penyelesaian

perselisinan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan Kkerja, dan

perselisihan anatara serikat tenaga keraja atau serikat buruk hanya dalam satu
perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seorang atau lebih
konsiliator yang bersifat netral. Sedangkan ketentuan-ketentuan penyelesaian
perselisinan hubungan industrial melalui konsiliasi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang penyelesaian perselisihan Hubungan

Industrial adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesiaan  Perselisihan ~ Hubungan  Industrial ~ mengatakan
“:penyelesaian perselisinan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator
yang telah terdaftar pada kantor instansi yang bertanggung jawab
dibdiang ketenagkerjaa di Kabupate atau Kota™

b. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesiaan Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan
“penyelesaian perselisihan kepentingan, perselihan pemutusan hubungan
kerja, atau penyelesaian perselisihan antar serikat tenag kerja melalui
konsiliasasi oleh konsiliator yang wilayah kerjanya meliputu temepat
tenaga kerja bekerja”

c. Berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesiaan Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan
penyelesaian Konsiliator yang dimaksud ayat (1) dilakukan setelah para
pihak mengajukan permintaan peneyelesaian dalam bentuk tertulis
terhadap konsiliator yang ditunjuk dan disepakati para pihak”

4. Bentuk  Penyelesaian Perselihan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui

Pangadilan Hubungan Industrial.

Penyelesaian Perselihan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Pangadilan

Hubungan Industrial berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor
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2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah
pengadilan khusus yang bentuk di dalam lingkungan Peangadilan Negeri yang
berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan
hubungan indutrial. Sedangkan ketentuan-ketentuan penyelesaian perselisihan
hubungan industial melalui Pengadialan Hubungan Industrial berdasakan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peneyelesaian hubungan
industrial ialah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Penyelesaian Perselishan Hubungan industrial mengatakan “gugatan
perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat pekerja /buruh pekerja”

b. Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Penyelesaian Perselishan Hubungan industrial mengatakan “gugatan oleh
teneg kerja atasa pemutusan hubungan kerja sebagaiman yang dimaksud
dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaa, dapat diajukan hnya dalam tenggang waktu 1
tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak
pengusaha’

c. Berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003
Tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan industrial mengatakan
“gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau
konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib

mengembalikan gugatan kepada penggugat”

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada

beberapa pokok penting yang penulis dapat simpulkan yaitu sebagai berikut:

1.

866

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja Sepihak

Pengusaha dalam melalakukan kebijakan pemutusan hubungan terhadap
tenaga kerja tidak boleh dilakukan secara sepihak, karena tenaga kerja
memiliki perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan untuk mencegah

terjadinya sebuah pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh subjek



Ferryansah Cahyo Subagyo, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami...

hukum, terdapat juga Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan
hukum Kketika pelanggaran hukum tersebut telah terjadi. Dalam pemutusan
hubungan kerja sepihak perlindungan hukum refrnsif sangat penting untuk
melindungi hak-hak tenaga kerja yang telah dilanggar oleh pengusaaha
dengan pemusahan hubunagn kerja sepihak (semana-mena).

2. Bentuk Peneyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Terhadap Tenaga Kerja.

Bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan dalam perselihan pemutusan
hubungan terhadap tenaga kerja ialah melalui bipartit, mediasi, konsiliasi, hal
ini berdasarkan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesiaan Perselisihan Hubungan Industrial dan bentuk
penyelesaian perselihan pemutusan hubungan kerja melalui pengadilan

hubungan industrial.

SARAN
Berdasarkan pada pemaparan kesimpulan di atas, penulis kemudian dapat
merumuskan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara
sepihak karena ketentuan-ketentuan dalam melakukan pemutusan hubungan
kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenegakerjaan.

2. Seharusnya serikat tenaga kerja dapat lebih memahi ketentuan-ketentuan
pemgusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja yang telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan, agar
ketika menerima pemutusan hubungan kerja yang bertentang dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenegakerjaan dapat
mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

3. Seharusnya pemerintah harus lebih memperhatikan lagi hubungan kerja antara
pengusaha dan tenaga kerja agar tidak terjadinya perlakuan yang semena-

mena yang dapat dilakukan pengusaha terhadap tenaga kerja.
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